BUPATI .JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR |02 TAHUN 204

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN CRGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JE

ﬁ

ogram Prioritas Nasional
ipandang perlu melakukan

 Babw

L edudukan, Susunan Orgasisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Pendapatan D:erzh Kabupaten Jember sudah tidak
sesuai dengan perkembangin peraturan perundang- undangan,
sehingga perlu disesuaikan;

_ bahwa berdasarkan pertimbingan scbagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perla rienetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pendapatan Dacrah Kabupaten Jember;

. 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undargan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Neomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No mior 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, tambahan Lembaran Negar:. Republik Indonesia Nomor 5394}

3. Undang-Undang Nomor 23 lahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah beberapa Fali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomer 9 Tahur 015 (Lembaran Negara Republik

Mengingat
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Indonesia Tahun 2015 Nomwor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56,79);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomeor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lemba-an Negara Republik Indonesia Tahun
2017 nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Pera
Pemerintah Nomor 17 Taiun 2020 tentang Perubalian atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 te ta{ Manajemen

i

Pegawai Negeri Sipil (Lemba-an Negara Re i /I,Eljucsia Tahun

Indonesia
Nomor 6477),

6. Peraturan Pemerintah N
dan Pengawasan
Indonesia T ‘
Tridof csia

n-Presi

alfua Unda

Nompr ahun 2014 tentang Peraturan

\Undaig Nomor 12 Tahun 2011 tentang

faturas Perundang-undangan (Lembaran

eprblik Indonesia Tahun 2014 Nomer 199), sebagamana

uBah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021

baran Negara Republik 'ndonesia Tahun 2021 Nomor 186);

“Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dilam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
_Peraturan Menteri Dalam Iegeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Nomenklatur Peringkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Peinerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Dacrah;

11, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan
Struktur  Organisasi Peda Instansi Pemerintah Untuk
Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3).
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MENUTUSKAN :

senctapkan : PERATURAN BUPATI JEMBER TENTANG  KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PENDAPATAIl DAERAH KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETEIITUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yeng dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jembar.,

3. Sekretaris Dacrah adalah Sc:kretaris Dacrah Ka cn Jember.
4.Badan Pendapatan Dacrah yang sc!a f 5 ebut Badan

adalah Badan Pendapatan Ilaerah
5. Kepala Badan Pendapa tan g}z ElL]EIJI_]

Kepala Badan adal aerah

endapatan Daerah

aerah Kabupsten Jember.

l"ungsmnal adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi

an tugas berkaitan d:ngan pelayanan f{ungsional yang

berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Pejabat Fungsional adalah ’egawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada instansi pemerintah.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD
adalah UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

12.Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah Kabuipeten Jember.

13. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata
Usaha pada UPTD Badan Pi:ndapatan Daerah Kabupaten Jember.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APED Kabupaten Jember.

BAB I
KEDUDUKAN DAIl SUSUNAN ORGANISASI
Baglan Kesatu
Koedudukan
Pasal 2

(1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di
bidang keuangan.
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(2) Badan sebagaimana dimak:ud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala
Badan yang berkeduduka: di bawah dan bcrtanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekietaris Daerah.

(3) Badan sebagaimana dimalsud pada ayat (1), mempunyai tugas
melaksanakan urusan penerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang keuangan

(4) Badan dalam melaksanaken tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), menyclenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penatainn rencana strategis dan rencana kerja
Badan di bidang pendajatan daerah;

b. Pelaksanaan kebijakin laerah di bidang pendapatan daerah;

c. Pelaksanaan perencanain pendapatan dacrah;

d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan
dengan Perangkat Daerith dan instansi terkait;

e. Pelaksanaan  koordinasi dalam ran peningkatan

Pendapatan Asli Daeraly (PAD) de kat Daerah
d gearan

dan instansi terkait;
gendalian dan cvaluasi

Pelaksanaan koordinasi pe
L e
anlagq A\pL blGkuan dan  pelaporan  realisasi

Penyusunan renc:\.\?’i}
pada lingkup. B&d=n; JT
. n'é ; ‘
n pendapatan daerah lainnya;

dan pen:lapun rencana strategis dan rencana

a Badan di bidang pendapatan daerah;

Penetapan pedoman can petunjuk teknis penyelenggaraan

urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;

m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan
PAD dan pendapatan dnerah lainnya dengan instansi terkait;

n. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan
daerah lainnya;

0. Pelaksanaan koordinati pemungutan PAD dengan instansi
terkait;

p. Pelaksanaan koordinas( dengan instansi terkait dalam rangka
peningkatan PAD;

q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan
PAD dan pendapatan dierah lainnya;

r. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan
PAD dan pendapatan daerah lainnya;

s. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada
lingktup Badan;

t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;

u. Pelaksanaan pemungulan pajak dan retribusi dacrah; dan

v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan [ungsinya serta tugas pembantuan.

m
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Bagian Kedua
Susuvnan Organlsasi
Pasal 3

(1) Susunan organisas;j Badan terdirj atas :
a. Kepala Badan:
b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umu
2. Kelompok Jabat

Im dan Kepegawajan; dan
an Fungsiona].

1.

an BPHTB;

alian dan Evaluasi Retribusi Daerah

dan Pajak Daerah Lainnya; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
[. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

terdiri atas:

1. Sub Bidang Pengelolazn Sistermn Informasi Pajak Daerah;

2. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informas;j Retribusi Daerah;

Pendapatan Daerah,

dan
3. Kelompok Jabatan Furgsional,
g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsicnal,

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sckretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang dipimpin oleh Kepal: Bidang yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan. .

(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagign yang berada di
bawah dan bertanggungjawat kepada Sekretaris.

(S) Sub Bidang dipimpin oleh liepala Sub Eidarlxg yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
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BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4

(1) Sckretariat sebagaimaia dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan da1 mengendalikan kegiatan administrasi
umum, kepegawaian, serencanaan pelaporan dan keuangan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada aya
{1), Sckretariat mempunyai fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tdgas dan

dukungan administ-asi umum, kepegawaiafi,-perencanaan
dan keuangan di linzkungan Bm‘ian/a.I

b. pengkoordinasian pelaksa %@a duk‘uﬁ%
administrasi umum, k; [ n

.
dan keuangan dili ngf: !1 amn; CL
luus]: ||5

il H; :

re”yang menjadi tanggungjawab Badan;

o=

an dukungan

laparan pertanggungjawaban atas
aksanaan tugas.

Prragrafl 1
Sub Baglan Unum dan Kepegawaian
Pasal §

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan adminittrasi surat yang meliputi penerimaan,
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan
pengelolaan kearsipan Badan;

c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat- rapat dinas,
perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan
kebersihan  lingkungan  Badan  serta  pelayanan
kerumahtanggaan lainnya;

d. menyiapkan bahan tclaahan dan pelayanan informasi;

e. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan di lingkungan Badan;

. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang,

g meclaksanokan pelaynnan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor ;
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h. melaksanakan kegatan penatausahaan, pengamanean dan

. perlindungan aset; xarang milik daerah;

1 :maksanakan pergusulan seluruh rencana kebutuhan
€pegawalan dan p:nyelenggaraan tata usaha kepegawaian

lainnya;

J. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

k. melaksanakan fugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sckretaris.

Bnglan Kedua
Bidang Perencnnaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah

Pasal 6

(1) Bidang Perencanaan ilas Fcngcmban 'ﬁéq{an Daerah
scbagaimana dimaksud dal
mempunyai tugas pckuk m rqﬁ'sk _]
dan pcngcmbangan t:alia PBJ

dan Pcndapal m:n )

diberikan IcP-K‘ ]a nd, |
(2) Untuif ﬁF an tuga éqbag a dimaksud pada ayat (1),

efe cpca.n n drﬂthh mbangan Pendapatan Daerzh

i ang
me ﬁdnj' i

K
\fj.[nh ugas lain yang

meh

ﬂﬁﬁﬁ*kﬂ:s perencanaan dan pengembangan
dacrah
musan kebijakan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pelaksanaan analisis requlasi pendapatan daerah;
d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak
dacrah dan retribusi da‘rah;
perumusan kebijakan tsntang sistem administrasi pelayanan
pajak daerah dan retribasi daerah;
f. perumusan kebijaken strategi penyuluhan dan
penycbarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah
kepada masyarakat;
perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah
yang berbasis teknologi :nformasi;
h. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam

perumusan kebijakan pendapatan daerah;
pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak

dan retribusi;
perumusan petunjuk teknis pelaksanaan program dan

g kegiatan, pendataan, pemutakhiran data, penyuluhan dan
pelayanan pajak dan retribusi daerah;
k. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka

pendataan, pemutakhirin data dan penyuluhan pajak dan

retribusi daerah;
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Sub Bidang Perencanaan dai Pengembangan PBEB P2 dan
scbagaimana dimaksud dalan Pasal 3 ayat (1) huruf
mempunyai tugas :

a.

l.  pelaksanaan koordiniisi dengan pihak terkait dalam rangka
penyusunan rencena penerimaan pajak daerah, retribusi
daerah dan Pendapnten Asli Daerah {PAD) lainnya; dan

m. pelaksanaan koordinesi perckaman/penginputan data pajak
dacrah dari pihak terkait kedalam sistem informasi pajak
daerah yang terinteprasi.

Paragraf 1
Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan
PBN P2 dan BPHTB
Pasal 7

menyusun rencana kegiitan dan an
pemutakhiran data PBB Pi';
melaksanakan pengawa san_pel

BPHTB; o

melaksanakan errg/x;/q b

P2 dan BP ’FB,/p [ rr

me] : /I?Jﬁﬂ: r]; :Jiaz.TdJ
effiun uité'rﬁ PBI

| Iu1IEE_£ET-' i

|+ﬁ$
L-i? i ] a dun subjek PBB P2 dan BPHTB serta
Kembangarnya;

ijgh! {;ﬁ":an dan penyusunan laporan secara
e

fclaﬁﬁ-ﬁﬁiknn pengumpulan  bahan-bahan dan merumuskan
sulan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak {NJOP) PBB P2;
melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan
usulan perubahan taril PB'3 P2 dan BPHTB;

. menyusun konsep produk 1ukum dan petunjuk teknis tata cara

pemungutan PBB P2 dan BI*HTB;

melaksanakan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam
rangka pengembangan PIIB P2 dan BPHTB;

melaksanakan kegiatan perdataan dan pcndaftaran potensi serta
pengolahan data objek/subj=k PBB P2;

melaksanakan penelitian ke sesuaian objek PBB P2 dan BPHTB;
melaksanakan kegiatan peinutakhiran data base objek/ subjek
PBB P2 dan penginputannya dalam sistem informasi perpajakan
daerah;

melaksannkan kalibrasi datn dan penilaian objek pajak PBB serta
proses klasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB:
melaksanakan pendatann Zona Nilai Tanah (ENT) dan
penyesuainn Nilal Jual Objtk Pajak (NJOP) bumi dan bangunan
secara berkala;

melnksanakan mutasi deta  subjek/objek  pajak PBB P2
berdasarkan data laporan pembuatan akta perolehan hak atas
lanah dan/atau bangunan ‘erkait transnksi Bea Perolchan Hak

atas Tanah dan Bangunan (EIPHTB);
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. pelaksanaan koordin:si dengan pihak terkait dalam rangka
penyusunan rencens penerimaan Pajak daerah, retribusi
daerah dan Pendapaten Asli Daerah (PAD) lainnya; dan

m. pelaksanaan koordingsi perekaman/penginputan data pajak
daerah dari pihak terkait kedalam sistem informasi pajak
dacrah yang terintegrasi.

Paragraf 1
Sub Bldang Perencanaan dan Pengembangan
PBB P2 dan BPHTB
Pasal 7

Sub Bidang Perencanaan das Pengembangan PBB P2 dan
sebagaimana dimaksud dalan Pasal 3 ayat (1) huruf
mempunyai tugas :

4. menyusun rencana kegiitan dan an

pemutakhiran data PBB P;';
b. melaksanakan pengawasan an
BPHTB; g I
c. melaksanakan pergafasar e
P2 dan BP ﬁ QHLJ rr
' dil
HTH,
. [ md ghi
d

v
:

sengketa PBB

valu porkan hasil pelayanan

P2 dan|B

l{(rj‘pﬂﬂan dan penyusunan laporan secara
an subjek PBB P2 dan BPHTB serta

sinakan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan

ulan penyesuaian Nilai J 1al Objek Pajak (NJOP) PBB P2:

melaksanakan pengumpulan bahan-bahan dan merumuskan
usulan perubahan tarif PB3 P2 dan BPHTB;

- menyusun konsep produk 1ukum dan petunjuk teknis tata cara

pemungutan PBB P2 dan BPHTB;

i. melaksanakan koordinasi dengan instansi penerbit izin dalam
rangka pengembangan PB P2 dan BPHTE;

J. melaksanakan kegiatan perdataan dan pendaftaran potensi serta
pengolahan data objek/subj=k PBB P2;

k. melaksanakan penclitian kesesuaian objek PBB P2 dan BPHTB;

melaksanakan kegiatan peinutakhiran data base objek/ subjek

PBB P2 dan penginputannya dalam sistem informasi perpajakan

daerah;

m. melaksanakan kalibrasi dati dan penilaian objek pajak PBB serta
proses klasifikasi Nilai Jual )bjek Pajak (NJOP) PBB:

n. melaksanakan pendataan  Zona Nilai Tanah (ZNT) dan
penyesuaian Nilai Jual Objck Pajak (NJOP) bumi dan bangunan
secara berkala;

o. melaksanakan mutasi dsta subjek/objek pajak PBB P2
berdasarkan data laporan pembuatan akta perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan ‘erkait transaksi Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (EPHTB);
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T e e s =

P.- melaksg
nakan

q ;ﬂn BPHTp, | T YUluhan, sosialisasi dan pelayanan peB P2

+ Menyiapka

n
target penar; Usulan rercana target penerimaan/ perubaha?

r. ¢rimaan PBB P’ dan BPHTB;

4 pasis dat?

raan

melaksan

a

kan pembentukan dan pemeliha G
Kstensifikas! an

SUb'VQk .
inten '/ Ot.’JCk PBB P2 dalam menunjang ¢
8. mﬂmbsm!{as‘ pajak dacrah
sanksic[]kan pertimbangin  penctapan
erhadap wajib pajak atas pelangg?

keputusan pcmbcnan
ran ketentuan tentang

X i‘c‘;;iﬂgman PBB P2 dan 3PHTB;

' sanakan koordinasi dengan pihak terkait; ta

U. melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring e
lingkuP

, dan pelayanan PBB P2 dan BPHTB;  de

+ menyusun standar operasional prosedur sesual
bldang; dan

Ww. melaksanakan tugas-tugits lain yan
Bidang.

;]}
ey

' o
Sub Bidang Pere %
a4  barar 14
‘\T hsal
r| - Retribusi Daerah
rf dan pengembantey m Pasal 3

ddnig (Fe /La/aﬂ .
jal" D innya sebagaimana

s:
i . terkait dalam

P‘;U ;
EL}; punyai tuga

ergm ¢ angka 2 mem - sansi
i i 1
4ksanakan koordinasi dengan . =
rangka pcnyusunan rencana targct.pcncrlmaan Retrl
atar: Asli Daerah lainnya; -
Daerah dan Pendap —

: imaan Retr
b. menyusun perencanadil targct.pcncn !
dan Pendapatan Asli Daerah lainnya perdasarkan usulan dar

pihak terkait;

menyusun rencana kegiatan dan anggararn pendataan dan
data Pajik Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah
dengan instansi penerbit izin dalam
Pajak Penerangan

dan Pajak Air

pcmutakhiran
Pajak Mineral
d. melaksanakan koordinasi
rangka pengembangan Pajak Reklame,
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tanah,
laksanaan pelayanan pemungutan

melakukan pengawasan pe
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
f melakukan pengawasan evaluasi penyelesaian sengketa Pajak

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelayanan

pelmungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam d«n Batuan, Pajak Air Tanah;
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. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data
objek dan subjek punjutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air
Tanah serta perkembangannya;

mengumpulkan bahin-bahan dan merumuskan usulan
perubahan tarif pungiutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan
Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air
Tanah,;

menyusun konsep produk hukum petunjuk teknis tentang
tata cara pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air
Tanah; /
nsi

melaksanakan  pendiataan dan  pendaftaran
objek/subjek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak
Mineral Bukan Logam: dan Batuan dan_Pfjak Air Tanah
melalui Surat Pendaftaran Objck Pamk D{r{l{,{ OPD);

melaksanakan pemrosesan pcn tj mor Pokok
Wajib  Pajak Dacrah P’wﬁrﬂf Paj ]f\r%\]h e, ak

. mtlakanﬁ% \pr Ltﬂchlran dat
i’ { Pajak Mineral Bukan

ga'nT rn jak Air Tanah penginputannya

is J;:Tnl'o,l:lna-su perpajakan;

!Lksan kﬂﬂ"'ﬁﬂﬂlt an kescsuaian data objek Pajak
Rt‘.i]::'.la /'Is'ajak Peneringan Jalan, Pajak Mineral Bukan
s dan Batuan dar Pajak Air Tanah dengan keadaan di
lapangan;
melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan objek
Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
menyiapkan usulan rercana target penerimaan/ perubahan
target penerimaan Pajali Reklame, Pajak Penerangan Jalan,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah;
. membentuk dan melikukan pemeliharaan basis data

subyek/objek Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Mineral Bukan Logam din Batuan dan Pajak Air Tanah dalam

menunjang ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah:

memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian
sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan
tentang pemungutan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan,

Pajak Mineral Bukan Logim dan Batuan dan Pajak Air Tanah;

melaksanakan koordinas dengan pihak terkait;

melaksanakan kegiatan supervisi dan monitoring pemungutan

dan pelayanan Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah;

. menyusun standar operasional prosedur sesuaij dengan
lingkup tugas; dan

melaksanakan tugas-tugis lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang,.
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(1)

(2)

Bagian Ketiga
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Pasal 9

Bidang Pengelolaan Pend ipatan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1' huruf d, mempunyai tugas pokok
mcrumuskan kebijakan penetapan, penagihan dan pelaporan
pcncrimaan Pajak Daerah, pembukuan dan pelaporan
penerimaan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah
lainnya dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Untuk melaksanakan tiige s sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pengelolaan Perdapatan Daerah mempunyai fungsi
meliputi :
a. pelaksanaan pelayanan penetapan dan pemun
daerah dan retribusi dierah;

b. pelaksanaan penilaian pajak da:rah da ety j/‘daerah
c. pelaksanaan kDdellla‘l pcna ﬂdacr&h dan

n pajak

retribusi daerah;

d. penatausahaan pi | ‘
€. in ri
f. an | v aan Nerimaan pendapatan asli

a af n a ah lainnya;
if “asli darah dan pendapatan lainnya;

erah;
Sll pajak dan

sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak
ah, retribusi daeral dan pendapatan asli daerah lainnya.

Paragraf 1
Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB
Pasal 10

Sub Bidang Pengelolaan PBB P2 dan BPHTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ¢yat (1) huruf d angka 1, mempunyai
tugas :

a. melaksanakan perhitungan dan penctapan nilai besaran PBB
P2 berdasarkan data oljek pajak, NJOP bumi dan bangunan
sesuai dengan kelas dar tarif yang ditentukan;

b. melaksanakan perhitungan dan penctapan kembali PBB P2

terhutang berdasarken surat keputusan keberatan,

pengurangan dan pembetulan;

melaksanakan penerbitun SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPD KBT,

SKPDLB dan SKPDN berdasarkan nota perhitungan PBB P2

dan BPHTB;

d. menyusun daftar rekapitulasi penerbitan SPPT PBB P2 ke

dalam Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) PBB;

melaporkan pelaksanaan pembuatan akta perolehan hak atas
tanah dan/atau bangunan yang disampaikan olch PPAT dan

PPATS terkait transaksi BPHTB untuk diproses lebih lanjut

mutasi data objek/ subjek PBB P2 oleh bidang yang terkait;
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[. melaksanakan peneclidan kesesuaian nilai perolehan objek
pajak BPHTB;

B melaksanakan pembukuan dan pelaporan perubahan data
subjek/ objek dan besaran ketetapan PBB berdasarkan surat
keputusan keberatan, pengurangan, pembetulan dan
pembatalan atas ketetipan PBB;

h. melaksanakan penagit.an piutang PBB P2 dan BPHTB melalui
STPD sesuai peraturan perundang-undangan;

I. melaksanakan penatausahaan dan penyajian piutang PBB P2
dan BPHTB;

j. melaksanakan penghi‘ungan dan pembayaran jasa pemu-
ngutan dan penghargaan atas pelunasan PBB P2 sesuaj
ketentuan;

k. mengajukan permohonin penghapusan piutan
BPHTB kadaluwarsa;

. melaksanakan pembuluan dan pe
target dan realisasi pen:rima Fﬁ#:z

5
|

m. melaksanakan rckonsiliasi alis ‘}/
131-

P2 dan

BPHTB dengan bid lapls!

dalam rangka

ihan FBB P2 dan BPHTB;
keberatan, pengurangan,

Ahlabdi fLb] o
A 1{8 ik J::l};('j:l -
cpiei’a chb%%l/Tﬁ pembayaran atas penetapan PBB 2

an/BPH

n%nyélés an permechonan pembetulan dan pembatalan atas

apan PBB 2 dan BPHTB;

melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian

permohonan  keberatin,  pengurangan, pengembalian
kelebihan pembayaran pembetulan dan pembatalan atas
penetapan PBB 2 dan B'HTB;

u. menyiapkan bahan eveluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang PBB P2 dan BPETB;

v. menyusun standar opzrasional prosedur sesuai dengan
lingkup tugas; dan

w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

Paragraf 2
Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan
Pajak Deerah Lainnya
Prsal 11

Sub Bidang Pengelolaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah

Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d

angka 2, mempunyai tugas :

a, melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penetapan
target dan realisasi penerimaan retribusi dacrah dan

pendapatan asli daerah luinnya;
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- melaksanakan rekonsiliasi dengan pihak terkait tentang

realisasi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli
daerah lainnya;

melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan
pendapatan asli daeraih secara berkala sesuai jadwal yang
ditentukan;

melaksanakan perhitungan dan penetapan nilai besaran Pajak
Reklame dalam nota perhitungan atas dasar kartu data sesuai
dengan tarif peraturan daerah yang berlaku;

melaksanakan perhitungan dan penetapan secara jabatan
Pajak Penerangan .Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan dan Pajak Air Tanah apabila Wajib Pajak tidak
menyampaikan SPTPI) sesuai ketentuan atau dite
adanya kurang bayar;

melaksanakan pengesahan benda berh

objek pajak daerah;
membukukan dan mcligo
berharga/karcis atau-Sejefi

atas kesesuaian
kiarﬁ , RdjaK Pencrangan Jalan, Pajak

Rotengi P
glé(;lla Sfna enagihan piutang Pajak Reklame, Pajak
era Jalan, Pajesk Mineral Bukan Logam dan Batuan,

Air Tanah sesuai peraturan perundang-undangan;

melaksanakan penatausahaan dan penyajian piutang Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Pajek Air Tanah;
mengajukan permohonan penghapusan piutang Pajak
Reklame, Pajak Peneringan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan dan 2ajak Air Tanah yang kadaluwarsa,
melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas penetapan
target dan realisasi oenerimaan Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajalt Mineral Bukan Logam dan Batuan,
Pajak Air Tanah;

. melaksanakan  rekonsiliasi  realisasi penerimaan Pajak
Reklame, Pajak Penerengan Jalan, Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan, Paja'¢ Air Tanah dengan pihak terkait;

. melaksanakan koordinani dengan pihak terkait dalam rangka
penagihan Pajak Reklame, Pajak Pencrangan Jalan, Pajak

Mineral Bukan Logam den Batuan dan Pajak Air Tanah;

melaksanakan evaluasi hasil penagihan Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajal: Mineral Bukan Logam dan Batuan

dan Pajak Air Tanab;

. melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka memperolch
data sebagai dasar penctapan besaran nilai pajak yang harus

dibayar apabila Wajib Pejak tidak mengirimkan SPTPD Pajak

Pencrangan Jalan, Pajnk Mineral Bukan Logam dan Batuan

dan Pajak Air Tanah sesuai ketentuan;
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menyusun  standar operasional prosedur sesuai dengan
lingkup tugas; dan

melaksanakan tugas- ugas lain yang diberikan olch Kepala
B|dﬂ.ng.

Bld Bagian Keempat
ang Pengendalian cian Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 12

(1) Eida“&!. Pengendalian  jan  Evaluasi Pendapatan Daerah
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1} hurufl e,

mcmlpup}-ai tugas meruriuskan kebijakan teknis, koor-dinasi
monitoring, evaluasi dan sinkronisasi pelaksanaan operasi
pemungutan pajak dacrak, retribusi dacrah dan pen

daerah lainnya serta tugas lain yang diberi-k leh Kepala

Badan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagai
Bidang Pengendalian dun

f.

pélakiqn n monitoring} dan sinkronisasi regulasi yang terkait
dc’:-ng'ﬁ; pendapatan daerah;

- pelaksanaan koordinisi dengan pihak terkait dalam

pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan dacrah;
pelaksanaan pemeriksaan pajak dacrah; dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak
dacrah dan retribusi da:rah.

Paragraf 1

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB

1?asal 13

(1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi PBB P2 dan BPHTB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1,

mempunyai tugas :

a.

b.

m:ngkuordinasikan pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan

BPHTB dengan pihak terkait;

melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan PBB P2
dan BPHTB melalui pembinaan teknis dan administrasi
pemungulan PBB P2 dan BPHTB;

melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka
penindakan terhadap pelanggaran PBB P2 dan BPHTB;
melaksanakan penagihen paksa PBB P2 dan BPHTB sesuai

ketentuan peraluran pelundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner
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c. melaksanakan iteo ”
dan BPHT monitcring dan evaluasi penerimaan PBB P2

I.  menyusun standar
lingkup tugas; dan

B- melaksanakan . : oo
Bidang, tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Jperasional prosedur sesuaj dengan

Sub Bid i
ang Pengendalian dan Evaluasl Retribusi Daerah
dan Pajak Daerah Lainnya
Pasal 14

Sub Bidang Pengendalian diin Evaluasi Retribusi Daerah dan
Dacrah Lainnya sebagaimena dimaksud dalam Pas
huruf e angka 2, mempunyei tugas :

a. melaksanakan monitori 1g dan evalu

Retribusi Daerah dan pendapa
berkala. / ﬂ?/ f\

b. mcngkunrdmasl =5 ksab perm gut:
.-raic

Pajak Pener -1]31
EaMak AIF T 1a -
c. ana :,pomm m i i i
/MAIHC eneranga an, Pajak Mineral Bukan Logam
// dan Ba andm%uﬁrTanah;
d."\mxl-:l,laks ngawasan pelaksanaan pemungutan Pajak

d Re}’c'] Jak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam

atuan dan Pajak Ai- Tanah;

melaksanakan koordina:i dengan pihak terkait dalam rangka

penindakan terhadap oelanggaran Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajal: Mineral Bukan Logam dan Batuan

dan Pajak Air Tanah;

{. melaksanakan penaginan paksa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

g. melaksanakan pemerikszan lapangan untuk memperoleh data
omset sebagai dasar p:netapan besaran nilai yang harus
dibayar Wajib Pajak apalila Wajib Pajak tidak menyampaikan
SPTPD sesuai ketentuan;

h. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup
tugas; dan

i. melaksanakan tugas-tugis lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.

a; penerimaan
innya secara

Baglan Kelima
Bidang Pengelolaan Sistern Informasi Pendapatan Daerah
Pasal 15

(1) Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf f,
mempunyai tugas merun uskan kebijakan koordinasi dan
sinkronisasi peclaksanann  penyediaan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana prasarana penunjang pengelolaan pajak
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— daerah, retribusi daerah dap Peéndapatan as)j

berbasiskan tehnologi inf, 'Tmasi dan komunj
yang diberikan oleh Kepal

daerah lainnya
kasi serta tugas lain

2) Untuk 1 Badan,
(2) B::it:n gm:}iﬁsangtl:;kan t‘JSg: 'S sebagaimana dimaksug pada ayat (1)
aan istem | . '
mempunyai fungsi : nformasi  Pendapatan Daerah

. perumusan kebijakan Jelayanan Pendapatan Asli Daerah yang

. ogi informasi dan komunikasi;

+ Perumusan kebijakan teknijs pengelolaan sistem informasi
Pendapatan Asli Daera 1

C. pelaksanaan analisis sistem

informasi Pendapatan Asli
Daerah;

Perumusan standarisisi kebijakan operasional p ur
pengelolaan sistem infcrmasi Pendapatan Asli Dae h,/rQ
€. pengkoordinasian pela ¢sanaan pengelolaan sts informasi
Pendapatan Asli Daeral dengan pihak terkaif; I
f. pengembangan sisten informasi Pﬂa’pathr{ Asli aerah;
. . g Id‘ / F.I!ij'lll \aold | 1

g. pengclolaan sistem mrg__rmr_a,s/]'cn. apatan Asli| Daecrah

internal maupun cksternal! d J 'r U

h. pelaksanaan
Datrah/ w

apatan Asli

Sub|Bidang ﬁ gelﬂla;;ﬂ ’éistem Informasi Pajak Daerah
’asal 16

ang Sistem Informasi Pajak Daerah sebagaimana

maksud dalam pasal 3 cyat (1) huruf { angka 1, mempunyai

tugas : :

a. menyusun rencana kegiatan, anggaran pengadaan dem.
peningkatan sarana prisarana penunjang pen.g:]n!aan pajak
daerah berbasis teknoloy;i informasi dan komunikasi;

b. melaksanakan pendatain dan invt:nta,risir kondisi sarana
prasarana penunjang peagelolaan pa;a.k daf:rah; ‘
melaksanakan analisa dan mengldenu!jlkasz kebutuhan
sarana prasarana penuniang pengelolaan pajak daerah;
d. melaksanakan penyusunan daf‘l PE_ngumlan da.Itar kebutuhan
' barang dan/atau progrem aplikasi t:_lan pemeliharaan sarana
prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah;
melaksanakan koordinisi pengadaan dan pemeliharaan
program aplikasi da1 sarana prasarana  penunjang
pengelolaan pajak daerah berbasis tecknologi informasi dan
komunikasi;

f. melaksanakan pemeliheraan dan pengembangan program

. aplikasi pajak daerah serta pembuatan back:upl. data; o

melaksanakan monitoring penggunaan jaringan  aplikasi

sistern informasi pajak dierah pada pihak terkait; '

h. melaksanakan pl:mbcriall pelayanan dukunga-u-{ teknis serta

. tugas lainnya yang berkuitan dengan teknologi informasi dan
komunikasi dan jaringan kantor;
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z operasional prosedu .
lingkup tugas; dan P r sesuai dengan

J. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang,
Paragraf 2
Sub Bidang Pengelolaan 3istem Informasi Retribusi Daerah
Pasal 17
Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2,
mempunyai tugas :

4. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pengada
peningkatan sarana prasarana penunjang ngelolaan
retribusi daerah berbasis teknologi informasi ﬁomunikasi;

b. melaksanakan pendatian dan inv isi isi sarana
prasarana retribusi daerah; “

c. melaksanakan analisa ' nt‘;i
prasarana penunj - ei}m‘é IrcEE
cogus

,,J

iy
ané‘ J:J-‘ra &zfggﬁ;‘hplik lr_;’i] d

\
u
eld a?l?.k I:I\{“jﬂ’./i” pengadaan dan pemeliharaan

f c[rg;;raH ap. lji retribiisi daerah;

llak% 'n?ﬂ/@:rdinasi perckaman/penginputan data

ez'%(ul acrah dari phak terkait kedalam sistem informasi

1\" usi daerah yang terintegrasi;

melakukan pemeliharian  dan pengembangan program

aplikasi retribusi daerali serta pembuatan back up dat'a; .

. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan jaringan
aplikasi retribusi daeral pada pihak terkait; |
memberikan pelayanan dukungan teknis serta tugas lainnya
yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi

3

pengelolaan retribusi dazrah; :
menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan

¥,
lingkup tugas; dan , .
k. melaksanakan tugas-tuzas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang.
BAB IV
UPTD
Pasal 18

(1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas

Badan dalam pemungutan pajak daerah di wilayah.
(2) UPTD dipimpin oleh scorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepado K:pala Badan,
(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.
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(4) Sub Bagian Tata Usaha y
Tata Usaha yang berada 1
Kepala UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi,
Fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

ang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
1 bawah dan bertanggungjawab kepada

Uraian Tugas dan

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsiona' mempunyai tugas melakukan kegiat
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berda
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

u agaimana dimaksud pada ayat
LLhkO Fdinator pelaksana fungsi pelayanan
i tﬁg/a‘n juang lingkup bidang tugas dan fungsi
irfan tinggi prittama.
inator sebagaimana dimaksud pada ayat (2
aksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam
penyusunan  rencana, pelaksanaan dan p:r?gcnda.lign,
pemantauan dan evaluasi, serta pclaporan pada masing-masing
uraian fungsi. .
(4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .d:tctapkan
oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang

berwenang. .
(5) Ketentuan mengenai nomenklatur dan tugas sub koordinator

ditetapkan oleh Bupati.

3AB V1
TATA KERJA
Fasal 21

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Badan,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub
Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional wafjib me?crnpknn
prinsip koordinasi, integrati dan sinkronisasi, bmk. dnl'nrr:f
lingkungan masing-masing maupun antar satuan orlgams:}sn di
lingkungan Pemerintah Deerah  serta Instansi lain di [uur
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsl masing-

masing.
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(2) Setiap pemimpin satuan crganisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah-langkah yang dip:rlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan crganisasi bertanggungjawab memimpin
dan  mengkoordinasikan  bawahan masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksa-naan tugas
bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dar bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu,

(S) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dan bawahannya wajib dislah dan dipergunakan sebagai bay
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk membeg
petunjuk kepada bawahaniya.

(6) Dalam menyampaikan lapsran masing - masin
tembusan laporan wajib d1sampmkan

organisasi lain yang secera fun
kerja.

ada atasan,
p da satuan
a1 hubungan

DALAM JABATAN

sesuai dengan peraiuran perundang - undangan.
ekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub
Bidang, diangkat dan diherhentikan oleh Bupati dari Pegawai
Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan
melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
ESELON JABATAN
Pasal 23

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon Il b atau Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama,

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan
Administrator,

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Il b atau Jabatan
Administrator,

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTD
merupakan Jabatan Eselon 1V a atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon
IV b atau Jabatan Pengawas.
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BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Badan scbagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB X
KETENT'UAN PERALIHAN

Pasal 25 /
(1) Peraturan Bupati ini mulii dilaksanakan pada saat_dilakukan

pelantikan pejabat struktunil sesuai dengan Peraty -Bupali ini.

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan- /‘[ﬁéas ﬂan fungsi
berdasarkan Peraturan Buoati .*omnr"‘f‘r Tnhurh 021 tentang
Kedudukan, Susunan Orgr nisast; 'I"ngaa /das | Fungsi st:/rt‘a/Tatu
Kerja Badan Fcndapntam Efucrah| hahupnlénfﬁdcmdh

sampai
dengan dllukqnnnhanmn | pelantikan, *.,Pt‘jq,b erdasarkan
Peraturan Bup:}‘r],mll[ ||. : || ,JU i\ \
[
|IM.B'
KETEN' UAN PENUTUP
I*asal 26

aturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan

gas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jember (Berita Dacrah Kabupaten Jember Tahun 2021
Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlalu.

Fasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berli ku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahwnya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkar di Jember
pada tanggal 3t Descmber 2021
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